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PEMERINTAH KABUPATEN
KARANGANYAR

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KARANGANYAR


	Nomor SOP
	

	
	Tanggal Pembuatan
	

	
	Tanggal Revisi
	

	
	Tanggal pengesahan
	

	
	Disahkan Oleh
	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja


	
	Nama SOP


	SOP OPERASI PELANGGARAN PERATURAN DAERAH

	

	Dasar Hukum
	Kualifikasi Pelaksana

	1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahann Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
	1. Pegawai yang mengetahui perundang-undangan;

2. Memahami Aduan Pelanggaran Peraturan Daerah;

3. Memahami mekanisme Operasi Pelanggaran Peraturan Daerah.

	2. Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP;
	

	3. Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang SOP;
	

	4. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Larangan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
	

	5. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Bangunan;
	

	6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi;
	

	7. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
	

	8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang  Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
	

	Keterkaitan
	Peralatan/Perlengkapan

	OPD dan Eksternal SATPOL PP
	1. Berkas Aduan;
2. Aturan Perundang-undangan;
3. Surat Perintah;
4. Satpol PP Line;
5. Kunci Gembok;
6. ATK;
7. Kamera.

	Peringatan
	Pencatat dan pendataan

	
	


